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LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANtJLI TENGAH

- NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KEPERAWATAN

-~ Menimbang

PEMERINTAH KABUPATEN TA‘PANIj LI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

bahwa berdasarkan ayat (1)A Pasal 4 Peraturan
Pgmerintah ‘Nomor 38 Tahun 2007 tentang
_Pembagiaﬁ Urusan Pemeri_ntahan - antara
Pemerintah? Pemerintah Daerah Provinsi dan
‘Pemerintah_ Daerah ‘Kabupatevn/ Kota ditegaskan
bahwa  pembagian urusan  pemerintahan

berdasarkan kriteria, eksternalitas,' akuntabilitas

dan efisiensi dengan memperhatikan keserasuian

--hubungan antara tingkatan -dan/atau susunan

pemerintahan, maka perlu dilakukan penyesuaian

dan penyerasian terhadap kelerhbagaan organisasi

- perangkat daerah yang telah ditetapkan;

bahwa berdasarkan urusan pemerintahan’ dibidang
kesehatah' dan peri’didikan merupakan ﬁrusan wajib
yang merupakan urusén. pelayanah daéar yang
harus ditangani oleh pemerintah daefah, maka
perlu dilakukan penataan urﬁsan 'pemerintahan_
dibidang pendidikan dan kesehatan - khususnya
dibidang keperawatan; | o

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
354/E/0/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan

Dranrnrm Qé11de vanda ATon Tacanl comm o 321 . 1



Mengingat

. _2_

oleh Pemerintah Daerah dari Kementerian
Kesehatan dan  Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, maka perlu pengaturan kelembagaan

Organisasi lembaga untuk imenangani urusan

pemerintah yang telah menjadi kewenangan daerah;

bahwa berdasarkan ayat (1) V'Pasal 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah  ditegaskan bahwa

‘pembentukan  Organisasi  Perangkat ~ Daerah

ditetapkan - dengan Peraturan Daerah dengan

berpedoman pada Peraturan Pemerintah, maka

‘penataan dan pembentukan lembaga Organiéasi

Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah; '

bahwa atas pertimbangan sebagimana dimaksud
pada huruf a, b, ¢ dan huruf d, dipandang perlu

melakukan penataan kelembagaan Organisasi dan

‘Tata Kerja Akademi Keperawatan Pefnerin_tah

Kabupatén Tapanuli Tengah  dengan merubah
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
Nomor 36 Tehun 2007 Tentang - Akademi
Keperawatan Pemerintah Kabupaten Tapanuh :
Tengah yang penetapannya - dengan Peraturan

Daerah.

Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang

. Pembentukan . Daerah Otonom Kabupaten-
» : Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
- Hak Asasi Manusia '(Lembaran ‘Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3886), :

‘Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Perubahan atas Unaang—undang Nomor 8 Tahun

1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara 'Repu_blik Indonesia
Nomor 3890); | |
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Républik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inddnesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional . (Lembaran Negara
~ Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301); | B
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembarén Negara Republik
Indoriesia Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indone31a Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
* Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor - 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan = Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844),

Undang—Undang Nomor 33 Tahﬁn 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438), '

Undang—Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun »2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang—ﬁndangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indcnesia Nomor 5234);

Peraturan Perheﬁntah Nomor 16 Tahun 1994
tentarig Jabatan Fungsional Pégawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3547)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996
tentang,' Tenaga ._'.Kesehatan .(Lémbar.an Negara
Republik ‘Indonesia Tahun ‘1996 Nomor 49
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

" Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001

tentang .Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4106),

Peraturan Pemermtah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

- Wewenang Pengangkatan Pemindahan  dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

‘Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,

Tambahan Lembaran Negarai Republ_ik Indonesia

Nomor 4263);

Peratﬁraﬁ 'Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

- tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone81a
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor -
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negar;a “Republik Indonesia

Nomor 4741);

~Peraturan. Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

tentang pengelolaan penyeleniggaraan pendidikan

(Lernbaran‘ Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 23, Tambahan Lembaran ‘Negara Republik

Inddnesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun

2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah'

, "‘;;Nomd_i‘ 17 Tahun 2010 _téhtang pengelolaan

19.

20.

"penyelgngg‘araan pendidikan (Lembaran Negara
' R’epubiik, Iﬁdonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lei‘nbaran Negara Republik Indonesia
' Nomor 5157); |

Pfaraturan %Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

tentang Pérubahan atas Peraturan Pemerintah

‘Nomor 19 Tahun 2005 tentaﬁg’ Standar Nasional

Pendidikan (Lémbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5410);' :

Peraturan Daerah Kabupaten 'Tapanuii Tengah
Nomof 12 Tahun 2008 tehtang Urusan
Perﬁeﬁntéhan yang . menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Tap'anulii'Tengah‘ (Lembaran
Daerah Kabupaten Tapanuli Tel%;gah Nomor 25 Seri

E).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
dan

 BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH
- KABUPATEN TAPANULI TENGAH

BAB I
~ KETENTUAN UMUM
‘ Pasal 1 |

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati ’I‘apanuh Tengah dan Perangkat
Daerah sebaga1 unsur penyelenggara Pemerintah Daerah

3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah ‘

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dlsmgkat dengan
DPRD adalah Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten _Tapanuh
Tengah; | o

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

- 6. Perangkat daerah adalah Organisasi/Lembaga | pada Pemerintah
Kabupaten Tapanuli ’I‘engah yang bertanggung Jawab kepada Kepala
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pémerintahah }?ang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; |

7. Akadem1 adalah Perguruan T1ngg1 yang bertujuan untuk menghasﬂkan
tenaga-tenaga tingkat middle m.anagement yang mempunyai keahlian
khusus; - - - . | |

8. Direktur adalah Direktur Akadem1 Keperawatan Pemermtah Kabupaten

AR

Tapanuli Tengah; ,
9. Wakil Direktur adalah Wakil D1rektur Akaderm Keperawatan Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Tengah; :
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Kepala Sub .Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Akademi
Keperawatan Pemerintah Kabupaten Tapahuli Tengah;

Kepala  Seksi adalah Kepala Seksi pada Akademi Keperawatan
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah S

Senat Akademik adalah Senat Akadermk pada Akadem1 Keperawatan

. Pemerintah Kabupaten Tapanuh Tengah;

13.

14.

15.

16.

17.

Dosen adalah Tenaga Pendidik pada Akademi Kepérawatan Pemerintah
Kabupaten Tapanuh Tenga_h |

Pendidikan adalah Usaha sadar untuk menylapkan peserta d1d1k melalui
kegiatan bimbingan, penga_]aran dan / atau pelatihan bagi peranannya
dimasa akan datang; , S
Kesehatan adalah Keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan. social yang
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara lsosial‘ dan ekonomis
dan/atau suatu keadaan fisik, mental dan sosial’ keseJahteraan dan -
bukan hanya. ke’uadaan penyaklt dan kelemahan |
Keperawatan adalah Suatu bentuk layanan kesehatan profess1onal yang
merupakan bagian integral dari layanan kesehatan berbasis ilmu dan
kiat keperawatan yang berbentuk bio-psiko-sosio spmtual komprehen31f
yang d1tu3ukan bagi individu, keluarga kelompok dan masyarakat baik
sehat maupun sakit yang mencakup keseluruhan proses kehidupan
manusia; - : - | 3 4

Kelompok Jabatan Fungsmnal adalah Kelornpok Pegawal yang diberi

tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang

-untuk melaksanakan kegiatari yang sesuai dengan | profesinya dalam

- rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan;

BABN
PEMBENTUKAN
Pasal 2 |

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisa_si dan Tata Kerja Akademi

Keperawatan Pemerintah Kabupaten Tapahuli Tengah.
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BAB II1
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI AKADEMI
KEPERAWATAN

Pasal 3

(1) Akademi Keperawatan adalah unsur pendukung penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Direktur yang

berkedudukan d1bawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Akademi Keperawa.tan mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan
Tenaga Kesehatan di bidang Keperawatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagairﬁana diméksud pada ayat (2)

Akademi Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

a.

Perumusan kebjjakan teknis keperawatan dibidang ketatausahaan

kurikulum dan pengajaran,’ sarana dan perlengkapan pendidikan,

pembinaan dan pelayanan kemahasiswaan serta evaluasi dan

- pengendalian;

. Pemberian dukui_i‘gan atas penyelenggaraan urusan kepefawatan;-

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keperawatan, kelompok

a.
b.

PRo™e a0

. Kelompok J abatan Fungs1onal

jabatan fungsional dan pembinaan senat akademika;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas.
dan fungsinya; -

' Pasal 4

'Organisasi Akademi Keperawatan terdiri dari :

Direktur;

Wakil Direktur terdiri dari :

1. Wakil Direktur Bidang Akademik;

2. Wakil Dlrektur Bidang Administrasi Pend1d1kan,
3. Wakil Direktur Bidang Kemahas1swaan

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Kurikulum dan Pengajaran; |

Seksi Sarana dan Perlengkapan Pendidikan;

Seksi Pembinaén dan Pelayanan Ke’mahasisﬁaaxi;
Senat Akademi;
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Setiap pimpinan/pejabat di- hngkungan Akademi Keperawatan secara
berjenjang bertanggungjawab memlmpm dan mengkoordmamkan
bawahannya masing-masing dan memberikan . pengarahan serta
petunjuk bagi pelé.ksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan/pejabat di lingkungan Akadem1 Keperawatan Wajlb
mengikuti dan mematuhi petunJuk dan bertanggung Jawab kepada _

atasan masing-masing dan menyampalkan laporan berkala tepat pada

'Waktunya

Setiap pimpinan/pejabat d1 lingkungan Akademi Keperawatan wajib
melaksanakan pembmaan dan pengawasan terhadap bawahannya

Setiap laporan yang diterima wajib dlolah dan d1pergunakan sebagai

bahan dalam _melaksanakan tugas.

- BAB VII
SENAT AKADEMI
Pasal 8

Senat Akademi adalah Unit Organisasi fungsional non struktural

dﬂmgkungan 'Akademi Keperawatan yang diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan D1rektur setelah mendapat persetujuan Bupatl

BAB VIII |
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungs1onal adalah susunan Jabatan fungs1ona1 dari

tenaga-tenaga yang berkeahlian spe31ahsa81, sesuai b1dang tertentu

(1)

(2)

_ BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini rnaka Peraturan Daerah

Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Akademi

.. Keperawatan Pemermtah Kabupaten Tapanuh Tengah dmyatakan

dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pengangkatan jabatan pada Direktur dapat menggunakan jabatan

Struktural dan dapat menggunakan jabatan Fungsional dengan
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memperhatikan latar belakang pendidikan profes;i, -sesuai ketentuan

‘Peraturan Perundang—undangén. : a

(3) Ketentuan-ketentuan teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan
Akademi Keperawatan dlatur berdasar Peraturan Direktur setelah

terleblh dahulu mendapat persetujuan dan Bupati.

'BABX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan .Daefah ini sefmanjang
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan Keputusan '
Bupati. '

" Paéal 12
Peraturan Daerah ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orahg dapat mengetahuinya, ‘memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dalaran Lembaran Daerah Kabupafen Tapanuli Tengah. |

Difetapkani di Pandan
pada tanggal | 31 Desember 2013

BUPATI TAPANULI TENGAH,
ttd

RAJA BONARAN SITUMEANG

" Diundangkan di Pandan
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRI SUSANTQ'LWUMBAN TOBING

PEMBINA UT DA '

NIP.196803211994021001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 10 SERI D



STRUKTUR ORGANISAS]I AKADEM!I KEPERAWATAN LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH -

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR : 10 Tahun 2013
: TANGGAL : 31 Desember 2013

DIREKTUR SENAT AKADEMI

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUBBAG TATA USAHA

UNIT PENELITIAN DAN
— . PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

WAKIL DIREKTUR . WAKIL DIREKTUR WAKIL DIREKTUR

BIDANG AKADEMIK BIDANG ADMINISTRAS! | BiDANG
' PENPIDIKAN ’ KEMAHASISWAAN
SEKS! KURIKULUM SEKSI SARANA DAN SEKS! PEMBINAAN DAN
DAN PENGAJARAN -|- - PERLENGKAPAN PELAYANAN
PENDIDIKAN KEMAHASISWAAN

'‘BUPATI TAPANULI TENGAH,
Diundangkan di Pandan

pada tanggal 31 Desember 2013 A ' ttd
SEKRETARIS DAERAV RAJA BONARAN SITUMEANG

HENDRI SUSANT MBAN TOBING

PEMBINA UTAMA{(MUDA

NIP.196803211994021001

LEMBARAN PAERAH KABUPATEN TAPANUL]I TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 10 SERI D




